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Banjir rob di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terjadi secara berulang dan menimbulkan
dampak sosial-ckonomi yang signifikan. Namun, studi terdahulu cenderung fokus pada aspek teknis
penanggulangan banjir, sementara tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan mitigasi
berbasis komunitas masih jarang diteliti secara komprehensif. Kekosongan penelitian ini menyebabkan kebijakan
mitigasi yang ada cenderung bersifat top-down dan kurang melibatkan warga sebagai aktor utama. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi banjir rob serta mengidentifikasi
faktor-faktor penghambatnya dengan menggunakan kerangka tangga partisipasi Arnstein. Metode penelitian
dilakukan melalui survei pada 60 responden dari empat kelurahan terdampak, dilengkapi wawancara mendalam
dengan tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat berada pada level consultation, di mana warga hanya memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat
tanpa peran dalam pengambilan keputusan. Rendahnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh minimnya
kesadaran risiko, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya fasilitasi dari pemerintah. Berdasarkan temuan
tersebut, studi ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi warga berbasis desa, peningkatan
edukasi dan literasi kebencanaan, serta optimalisasi peran LSM untuk memperkuat keterlibatan warga. Temuan
ini memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan mitigasi banjir rob yang lebih inklusif, partisipatif, dan
berkelanjutan.
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ABSTRACT

Tidal flooding in East Teluk Betung District, Bandar Lampung City, occurs repeatedly and has significant socio-
economic impacts. However, previous studies bave tended to focus on the technical aspects of flood mitigation, while the
level of community participation, key to the success of community-based mitigation, has rarely been comprebensively
studied. This research gap has resulted in existing mitigation policies being top-down and lacking citizen involvement
as key actors. This study aims to analyze the level of community participation in tidal flood mitigation efforts and
identify inhibiting factors using Arnstein’s ladder of participation framework. The research method used was a survey
of 60 respondents from four affected villages, supplemented by in-depth interviews with community leaders and local
government representatives. The results indicate that community participation is at the consultation level, where residents
only have the opportunity to express their opinions without a role in decision-making. This low level of participation is
influenced by minimal risk awareness, limited access to information, and inadequate facilitation from the government.
Based on these findings, this study recommends the establishment of village-based citizen communication forums,
increased disaster education and literacy, and optimizing the role of NGOs to strengthen community involvement. These
findings contribute to the formulation of more inclusive, participatory, and sustainable tidal flood mitigation policies.

Keywords: disaster mitigation; community participation; tidal flooding; coast; sea

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk wilayah yang rawan
terhadap bencana (Ahdi, 2015). Keadaan iklim,
geologi, geomorfologi, tanah, hidrologi, kondisi
sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi fisik
Indonesia berpengaruh terhadap tingkat risiko
bencana  (Partini, 2024) (Achmad, 2023)
(Ronggowulan et al., 2024). Sebagian bencana
yang terjadi merupakan bencana alam yang tidak
dapat dihindari. Hal ini merupakan salah satu
fenomena alam, seperti badai, banjir, bencana
kebumian seperti letusan gunung berapi, gempa
bumi, tanah longsor, tsunami dan lain-lain (Danil,
2021). Salah satu bencana hidrometeorology
di Indonesia adalah bencana banjir rob(Aeni &

Anwar, 2024);(Maulana & Andriansyah, 2024).
Bencana banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir
dimana selalu berakibat langsung maupun tidak
langsung terhadap masyarakat di wilayah tersebut
(Akbar et al., 2024). Namun demikian, sering kali
penduduk setempat belum atau kurang mengetahui
dan memahami konsekuensi atau risiko bencana
banjir pada kehidupan mereka. Meski kerusakan
akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh
dari sungai dan laut, sebagian anggota masyarakat
selalu bermukim menetap dan bekerja di dekat air
untuk mencari nafkah dan memanfaatkan air dengan
biaya murah, serta perjalanan dan perdagangan yang
lancar dekat perairan (Ritohardoyo ez al., 2016).
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Banjir rob disebabkan oleh masuknya air laut
ke daratan sebagai akibat dari pasang air laut yang
tinggi dan menjadi masalah serius bagi masyarakat
pesisir (Marfai et al., 2013)(Nurainun et al.,
2024). Dampak dari banjir rob yaitu terganggunya
aktivitas keseharian termasuk kegiatan rumah
tangga, terganggunya aksesibilitas jalan dan
keterbatasan penggunaan sarana dan prasarana
(Utomo et al, 2017). Banjir rob yang melanda
Kecamatan Teluk Betung Timur disebabkan
oleh adanya kenaikan air laut di pesisir pantai
Kota Bandar Lampung dan terjadi setiap tahun.
Data kejadian bencana banjir rob dapat dilihat pada
Tabel 1.

Berdasarkan Tabel.1 diketahui bahwa sejak
Tahun 2020-2022 telah terjadi banjir di Kecamatan
Teluk Betung Timur sebanyak 11 kali dalam kurun
waktu 3 tahun yang tersebar di beberapa kelurahan
yaitu di Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Keteguhan,
Kelurahan Kota Karang, dan Kelurahan Kota Karang
Raya. Wilayah yang terdampak banjir rob yaitu
di Kelurahan Keteguhan, RT 06 Lingkungan 1,
RT 07 Lingkungan 1, RT 09 Lingkungan 1,
dan RT 06 Lingkungan 2. Kelurahan Sukamaju,
terdampak banjir rob yaitu di RT 01 Lingkungan 1.
Kelurahan Kota Karang, wilayah terdampak banjir
rob yaitu di RT 09 Lingkungan 2, dan RT 10
Lingkungan 2. Kelurahan Kota Karang Raya yang
terdampak banjir rob yaitu RT 04 Lingkungan 2
dan RT 05 dan 06 Lingkungan 1. Dapat dilihat
pada Gambar 1.

Banjir rob di Kecamatan Teluk Betung Timur
terjadi karena curah hujan tinggi yang terjadi terus-

menerus, ditambah tanggul pesisir yang tidak mampu
menahan gelombang laut saat pasang. Air laut pun
meluap hingga masuk ke pemukiman warga. Kondisi
ini diperparah oleh perilaku membuang sampah ke
laut, yang menyumbat saluran air dan memperburuk
banjir. Upaya penanganan banjir rob sejauh ini masih
terbatas, baik secara struktural seperti pembangunan
tanggul, maupun nonstruktural seperti penyuluhan
kepada warga. Namun, koordinasi antara pemerintah
dan masyarakat saat bencana masih minim dan
kesadaran lingkungan warga, sebagai bagian penting
dalam pencegahan banjir rob.

Pemerintah desa di Kecamatan Teluk Betung
Timur telah menjalankan beberapa program mitigasi
banjir rob, seperti gotong-royong, sosialisasi, dan
pelatihan tanggap darurat. Bersama kecamatan,
mereka juga membentuk Desa Tangguh Bencana
(DESTANA). Namun, pelaksanaan program ini
belum berjalan optimal karena masih rendahnya
partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatannya.
Padahal menurut (Andjelkovic, 2001), partisipasi
masyarakat harus dilakukan secara terorganisasi
dan terkoordinasi serta menyeluruh agar dapat
terlaksana secara efektif dan efisien. Partisipasi
sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan
setiap program sesuai dengan kemampuan setiap
orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan
diri sendiri (Nugraheni, 2022). Sebuah organisasi
masyarakat sebaiknya dibentuk untuk mengambil
tindakan-tindakan awal dan mengatur peran serta
masyarakat dalam penanggulangan banjir rob. Hal
ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat dalam menghadapi banjir sekaligus

Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana Banjir Rob di Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2020-2022.

No Kelurahan RT 2020 2021 2022 Total

1 Sukamaju RT 01 Lingkungan 1 1 - - 1

2 Keteguhan RT 06 Lingkungan 1, RT 07 Lingkungan 1, RT 09 1 2 2 5

Lingkungan 1, dan RT 06 Lingkungan 2.

3 Kota Karang RT 09 Lingkungan 2, dan RT 10 Lingkungan 2 2 - 1 3

4 Perwata - - - - -

5 Way Tataan - - - - -

6 Kota Karang Raya RT 04 Lingkungan 2 dan RT 05 dan 06 Lingkungan 1 - 1 1 2
Jumlah 4 3 4 11

Sumber: BPBD Kota Bandar Lampung dan Hasil Survey tahun 2023.
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Gambar 1 Kondisi Wllayah Rawan Banjir Rob di Kecamatan Teluk Betung Timur.
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Tabel 2. Kepala Keluarga yang Terdampak Banjir Rob di Kecamatan Teluk Betung Timur Lampung.

No Kelurahan Jumlah KK Jumlah Sampel Pembulatan Sampel
1 Keteguhan 72 72/153 x 60= 28 28
2 Sukamaju 10 10/153x60 = 3,92 4
3 Kota Karang 42 42/153x60= 16,47 17
4 Kota Karang Raya 29 29/153x60= 11,37 11
Jumlah 153 60

Sumber: Hasil Survei dan Monografi Kecamatan Teluk Betung Timur, 2024.

mengurangi dampaknya. Masyarakatlah yang dinilai
paling mampu dalam menjabarkan masalah-masalah
yang ada di lapangan serta melakukan tindakan
responsif berdasarkan sumber daya dan kapasitas
lokal yang tersedia, sehingga penanggulangan banjir
rob dapat direncanakan dan diterapkan secara efektif
(Bariroh, 2024).

Meskipun penelitian mengenai partisipasi
masyarakat dalam mitigasi banjir rob sudah banyak
dilakukan, namun sebagian besar lebih menekankan
pada aspek strategi, tanggap bencana, pemberdayaan,
maupun kerentanan masyarakat, tanpa secara
spesifik mengukur tingkat partisipasi dalam proses
mitigasi bencana. Sebagai contoh (Bariroh, 2024)
meneliti strategi masyarakat menghadapi banjir
rob. (Nurainun ez al., 2024), mengkaji ketanggapan
warga pesisir. Pemberdayaan masyarakat dalam
penanggulangan banjir rob (Reizkapuni, 2014),
edukasi partisipasi masyarakat (Reza et al., 2024),
pengelolaan  lingkungan  berbasis  partisipasi
masyarakat (Adissa et al., 2023), tingkat kerentanan
masyarakat terhadap banjir rob (Ramadhanty ez al.,
2022), tingkat kebertahanan masyarakat di kawasan
banjir rob (Harini ez al., 2017). Research gap yang
muncul adalah minimnya studi yang mengukur dan
menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam
mitigasi banjir rob dengan kerangka konseptual
yang jelas, seperti tangga partisipasi Arnstein, yang
dapat menilai sejauh mana masyarakat dilibatkan
dalam pengambilan keputusan.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis
terukur mengenai posisi partisipasi masyarakat
di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar
Lampung, dengan menggunakan indikator pada
Tangga Partisipasi Arnstein  untuk memetakan
keterlibatan warga dari tingkat non-partisipasi
hingga citizen power. Pendekatan ini memberikan
gambaran yang lebih evaluatif dibandingkan
studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya
mendeskripsikan  bentuk  kegiatan  mitigasi.
Hasil analisis tingkat partisipasi ini tidak hanya
memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai peran masyarakat dalam mengurangi
risiko  banjir rob, tetapi juga menawarkan
rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk

mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif di
kawasan pesisir. Melalui pemahaman  tingkat
partisipasi, penelitian ini bertujuan memberikan
gambaran lebih utuh tentang peran aktif masyarakat
dalam mengurangi risiko bencana banjir rob yang
belum banyak dikaji dalam studi-studi sebelumnya
yang juga menggunakan pendekatan tangga
partisipasi Arnstein (Hendricks et al., 2022);
(Samiri et al., 2024); (Oulahen, 2012); (Ekundayo
et al, 2025). Berdasarkan latar belakang
tersebut, permasalahan utama dalam penelitian
ini adalah  faktor-faktor ~apa saja  yang
menghambat tercapainya partisipasi bermakna
(meaningful  participation) —di ~ wilayah  ini?,
bagaimana  tingkat partisipasi masyarakat di
Kecamatan Teluk Betung Timur dalam setiap
tahap mitigasi banjir rob jika diukur menggunakan
tangga partisipasi Arnstein? dan bagaimana pola

pergeseran partisipasi masyarakat antar tahap
mitigasi  (persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi).

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif pada tahun 2024 dengan proportional
random sampling terhadap 60 kepala keluarga
di empat kelurahan terdampak banjir rob
(Tabel 2). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang
telah diuji validitas isi (melalui expert judgement),
validitas konstruk (korelasi Pearson, r hitung
> r tabel, «=0,05), dan reliabilitas (Cronbach
Alpha > 0,70). Analisis menggunakan metode
pembobotan  berdasarkan  Tangga  Partisipasi
Arnstein (Sherry R, 1969). Tingkatan Arnstein
diberi bobot sesuai tingkatannya yaitu dengan
bobot 1 (manipulation) hingga 8 (citizen control), di
mana nilai maksimum tiap tahap adalah 480.

Untuk  memperoleh  gambaran  umum
mengenai profil responden dalam penelitian ini,
dilakukan pengelompokan berdasarkan beberapa
karakteristik demografis, meliputi jenis kelamin,
umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan utama.
Data ini bertujuan untuk memberikan konteks
terhadap hasil analisis, sekaligus membantu
dalam memahami latar belakang sosial-ekonomi
responden. Rincian karakteristik responden dapat

dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Karakteristik Responden.

No e Frekuensi Persentase
Responden
1 Jenis Kelamin
Laki-laki 34 57%
Perempuan 26 43%
2 Umur
26-35 13 22%
36-45 19 32%
46- 55 22 37%
56-65 5 8%
66-70 1 2%
3 Pendidikan
SD 17 28%
SMP 14 23%
SMA 22 37%
S1 7 12%
4 Pekerjaan
Ibu rumah tangga 9 15%
Buruh 15 25%
Nelayan 26 43%
Wiraswasta 10 17%

Sumber: Data primer, 2024.

Tabel 4. Data Partisipasi Masyarakat Tahap Persiapan.

Tabel 3 menunjukkan responden laki-laki ada
57% dan responden perempuan 43%. Responden
paling banyak di usia 46-55 tahun (37%) dengan
pendidikan SMA (37%) dan jenis pekerjaan nelayan
(43%).

1. Partisipasi Masyarakat Tahap Persiapan

Tahap  persiapan  mitigasi  banjir  rob
membutuhkan keterlibatan masyarakat agar rencana
dan tindakan dapat berhasil. Partisipasi pada tahap
ini meliputi kehadiran dalam perencanaan program
serta pemberian usulan rancangan kegiatan mitigasi,
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 menyajikan gambaran tentang dua
indikator utama partisipasi masyarakat pada tahap
persiapan. Kehadiran dalam perencanaan program
menunjukkan bahwa sebagian besar responden hadir
dalam kegiatan persiapan hanya sebagai penerima
informasi, tanpa menyampaikan atau mempengaruhi
keputusan, terlihat dari dominasi pada tingkat
informing (28,33%) dan therapy (18,33%), serta
manipulation (8,33%). Hanya sebagian kecil
yang mencapai tingkat partnership (11,67%) atau
delegated power (6,67%), dan tidak ada responden

Frekuensi  Persentase Nilai ngkat Tingkat Partisipasi
No Pernyataan (F) % Partisipasi (B)
(FxB)
1  Hadir dalam persiapan perencanaan program

kegiatan upaya mitigasi bencana banjir rob

1. Terpaksa hadir 5 8,33 5 1 Manipulation

2. Hadir sekedar memenuhi undangan 11 18,33 22 2 Therapy

3. Hadir tanpa menyampaikan pendapat. 17 28,33 51 3 Informing

4. Hadir menyampaikan pendapat tetapi 6 10,00 24 4 Consultation
pendapatnya tidak diperhitungkan

5. Hadir menyampaikan pendapat 10 16,67 50 5 Placation
namun hanya sedikit pendapat yang
diperhitungkan

6. Hadir dan mendapat pembagian 7 11,67 42 6 Partnership
tanggung jawab yang sama

7. Hadir dan memiliki kewenangan untuk 4 6,67 28 7 Delegated Power
membuat keputusan

8. Hadir dan mampu untuk membuat 0 0 0 8 Citizen Control
keputusan

Total Nilai 222
Rata-rata Nilai 27,75
2 Memberikan usulan perencanaan dan

perancangan program kegiatan mitigasi

bencana banjir rob

1. Tidak memberikan usulan 19 31,67 19 1 Manipulation

2. Memberikan 1 usulan program 3 5 6 2 Therapy
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Lanjutan Tabel 4.
Frekuensi  Persentase ST '.I'i.ngk.at Tingkat Partisipasi
No Pernyataan (F) % Partisipasi (B)
(FxB)
3. Memberikan usulan 2-3 program tidak 3 5 9 3 Informing
disetujui
4. Memberikan usulan program tetapi 3 13,33 32 4 Consultation
aparat pemerintah kurang sependapat
5. Memberikan usulan program dan aparat 8 13,33 40 5 Placation
desa berjanji mengikutinya
6. Memberikan usulan program dan 9 15 54 6 Partnership
disetujui sebagian partisipan
7. Memberikan usulan program dan 3 5 21 7 Delegated Power

mayoritas partisipan setuju

Total Nilai

237

Rata-rata Nilai

29,62

Sumber : Data primer, 2024.

yang mencapai tingkat citizen control. Tingkat
partisipasi masyarakat dalam perencanaan tergolong
rendah, menunjukkan adanya pola partisipasi
simbolik (tokenisme). Masyarakat hadir secara
fisik tetapi belum berdaya secara substansial dalam
menentukan arah program (Blunkell, 2014).

Pemberian  usulan  program  mitigasi
menunjukkan, bahwa responden yang tidak
memberikan usulan mencapai 31,67%

(manipulation), dan yang hanya memberikan usulan
1-3 program tanpa disetujui berada di tingkat therapy
hingga informing. Namun menariknya, terdapat
proporsi cukup signifikan yang berada di tingkat
placation (15%), partnership (5%), hingga citizen
control (11,67%), artinya ada indikasi bahwa sebagian
kecil warga mulai aktif memberikan kontribusi yang

Tabel 5. Data Hasil Penelitian Tahap Perencanaan.

dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Rata-
rata nilai partisipasi untuk indikator pertama adalah
3,65 dan indikator kedua 3,95, yang menunjukkan
bahwa mayoritas masyarakat masih berada di zona
tokenisme (consultation) dan belum diberdayakan
secara penuh dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi cenderung bersifat pasif atau reseptif,
dengan keterlibatan terbatas pada forum konsultatif
yang tidak selalu mempengaruhi arah kebijakan.

2. Partisipasi Masyarakat Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan mitigasi banjir rob
menekankan  keterlibatan  masyarakat  melalui
musyawarah desa, diskusi aktif, dan penyampaian
gagasan, agar rencana sesuai kebutuhan dan potensi

lokal (Tabel 5).

N Frekuensi  Persentase Nilai "I'i.ngk.at Tin.g.k at .
o Pernyataan (F) % Partisipasi Partisipasi
(Fx B) (B)
1 Tkut musyawarah desa untuk merencanakan
program mitigasi lebih lanjut
1. Tidak ikut musyawarah 8 13 8 1. Manipulation
2. Ikut musyawarah sekedar memenuhi undangan 7 8 2. Therapy
3. Turut hadir dan mendengarkan program- 18 30 54 3. Informing
program yang disampaikan oleh aparat
pemerintah
4. Tkut hadir dan bermusyawarah, didengar tapi 11 18 44 4. Consultation
seperlunya
5. Tkut hadir musyawarah, sarannya diterima tapi 8 13 40 5. Placation
tidak semua dilaksanakan
6. Ikut bermusyawarah dan pendapatnya 2 3 12 6. Partnership

ditanggapi seperlunya
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Lanjutan Tabel 5.

Frekuensi  Persentase Bl "I‘i.ngliat Tir{g!( at .
No Pernyataan (F) % Partisipasi Partisipasi
(Fx B) (B)
7. Tkut bermusyawarah dan saran pendapat terkait 7 12 49 7. Delegated
program ditanggapi sebagian Power
8. Turut bermusyawarah dengan antusias dan 2 3 16 8. Citizen
ditanggapi dengan sangat baik oleh aparat Control
pemerintah
Total Nilai 231
Rata-rata Nilai 28,87
Aktif berdiskusi dan mengemukakan gagasan.
2
1. Tidak aktif 14 23 14 1. Manipulation
2. Mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya 17 28 34 2. Therapy
3. Mendapat informasi, ingin serius berdiskusi 7 12 21 3. Informing
tetapi tidak diberi kesempatan berdiskusi
4. Mendapat informasi dan boleh berdiskusi 4 7 16 4. Consultation
tetapi hasil diskusi tidak diperhitungkan
5. Aktif berdiskusi tetapi hasil diskusi hanya 11 18 55 5. Placation
sedikit yang diperhitungkan
6.  Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian 6 10 36 6. Partnership
tanggung jawab yang setara
7. Aktif berdiskusi dan memiliki kewenangan 1 2 7 7.Delegated
untuk membuat Keputusan Power
8. Aktif berdiskusi dan mampu untuk 0 0 0 8. Citizen
membuat Keputusan Control
Total Nilai 183
Rata-rata Nilai 22,87
Sumber : Data primer, 2024.
Tabel 5 menunjukkan sebagian besar  level partnership, dan tidak ada yang mencapai

responden (30%) hadir dalam musyawarah desa
hanya untuk mendengarkan program-program
yang disampaikan pemerintah tanpa memberikan
masukan. Hal ini menempatkan  mereka
pada tingkat informing. Selain itu, sebanyak
18% berada pada tingkat consultation, dan hanya
sebagian kecil (sekitar 15%) yang mencapai tingkat
partnership atau lebih tinggi. Kehadiran dalam forum
musyawarah belum otomatis berarti keterlibatan
aktif. Warga hadir, tetapi banyak yang hanya sebagai
peserta pasif. Proses pertukaran gagasan antar pihak
belum berjalan optimal. Semua kelurahan di Teluk
Betung Timur masih bergerak dalam tingkatan
informing—therapy, belum mencapai partisipasi
bermakna. Minimnya pelibatan akan memperlemah
efektivitas mitigasi ke depan, karena masyarakat
tidak merasa menjadi bagian dari solusi. Pada
indikator kedua, partisipasi aktif dalam berdiskusi
menunjukkan nilai lebih rendah. Sebanyak 23%
responden tidak aktif berdiskusi (manipulation), dan
28% hanya terlibat dalam diskusi secara minimal
(therapy). Hanya 10% responden yang berada pada
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citizen control.

Tingkat  partisipasi ~ dalam  diskusi
menunjukkan adanya kesenjangan antara kehadiran
fisik dan keterlibatan substantif, akibat lemahnya
dukungan untuk menciptakan ruang diskusi
yang aman dan inklusif. Padahal (Rainear, 2021)
menyatakan  bahwa keterlibatan aktif dalam
komunikasi risiko dapat meningkatkan kesiapsiagaan
dan motivasi untuk bertindak. Kepercayaan pada
informasi dan pengalaman bencana mendorong
investasi masyarakat dalam mitigasi, namun
keterlibatan tetap terbatas jika kebijakan tidak
inklusif (Liao et al., 2024). Pada tahap perencanaan,
partisipasi berada di tingkat informing—therapy atau
tokenisme rendah.

3. Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan memerlukan partisipasi
masyarakat agar rencana mitigasi banjir rob dapat
diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan lokal
(Tabel 6).
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Tabel 6. Data Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan.
Frekuensi  Persentase S ngka t Tm.g!(a t
No Pernyataan (F) % Partisipasi Partisipasi
? (Fx B) (B)
1 Menyumbangkan material/ barang untuk kegiatan mitigasi
banjir rob
1. Tidak menyumbang 9 15 9 1. Manipulation
2. Menyumbang material seadanya dan tidak peduli akan 11 18 22 2. Therapy
pemanfaatannya
3. Menyumbang material tetapi tidak digunakan oleh 0 0 0 3. Informing
penerima
4. Menyumbang material tetapi sebagian saja yang 11 18 44 4. Consultation
digunakan
5. Menyumbang material tetapi hanya sedikit dilaksanakan 13 22 65 5. Placation
di lapangan
6. Menyumbang material dan mendapat pembagian 4 7 24 6. Partnership
tanggung jawab yang sama dalam pemanfaatan material.
7. Menyumbang material dan memiliki kewenangan 4 7 28 7.Delegated Power
melaksanakan ide pemanfaatannya
8. Menyumbang material dan digunakan semua untuk 8 13 64 8. Citizen Control
kegiatan program mitigasi banjir rob
Total Nilai 256
Rata-rata Nilai 32,00
2 Bersedia terlibat menyumbangkan tenaga untuk membantu
pelaksanaan kegiatan program-program mitigasi bencana
banjir rob
1. Tidak bersedia 5 8 5 1. Manipulation
2. Bersedia terlibat tapi seadanya saja 19 32 38 2. Therapy
3. Bersedia terlibat tapi memilih 1 program kegiatan 0 0 0 3. Informing
4. Terlibat menyumbang kan tenaga tapi tidak selalu 15 25 60 4. Consultation
5. Menyumbang tenaga di beberapa program tapi tidak 2 3 10 5. Placation
optimal
6. Menyumbang tenaga tapi dibantu oleh aparat 12 20 72 6. Partnership
pemerintah
7. Menyumbang tenaga di beberapa pro gram saja secara 5 8 35 7.Delegated Power
optimal
8. Menyumbang tenaga sepenuhnya di semua program 2 16 8. Citizen Control
-program mitigasi bencana banjir rob yang diadakan
secara optimal 3
Total Nilai 236
Rata-rata Nilai 29,5
3 Bersedia dalam menyumbangkan dana untuk mendukung
kelancaran program-program mitigasi bencana banjir rob
1. Tidak bersedia 2 3 2 1. Manipulation
2. Bersedia seikhlasnya 23 38 46 2. Therapy
3. Bersedia tapi dibawah 50 ribu rupiah 5 8 15 3. Informing
4. Bersedia menyumbang tapi besaran sumbangan 15 25 60 4. Consultation
disesuaikan dengan penyumbang yang lain
5. Menyumbang 50 ribu 8 13 40 5. Placation
6. Menyumbang dana dengan negosiasi dulu dengan kepala 1 2 6 6. Partnership
desa
7. Menyumbang lebih dari 50 ribu 4 7 28 7.Delegated Power
8. Menyumbang dana secara optimal tanpa Batasan sesuai 2 3 16 8. Citizen Control
dengan kebutuhan program mitigasi
Total Nilai 213
Rata-rata Nilai 26,62

Sumber :

Data primer, 2024.
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Pada tahap pelaksanaan, 22% responden
menyumbang material namun hanya sebagian
digunakan, 18% menyumbang seadanya, dan 13%
mencapai citizen control. Keterlibatan masyarakat
dalam menentukan pemanfaatan sumbangan masih
terbatas. Keterlibatan untuk menyumbangkan tenaga
dalam membantu pelaksanaan kegiatan program-
program mitigasi bencana banjir rob, mayoritas
masyarakat (32%) hanya terlibat seadanya (therapy),
dan 25% hanya membantu secara insidental
(consultation). Hanya 3% menyumbangkan tenaga
secara menyeluruh dan optimal (citizen control).
Masyarakat masih berkontribusi secara instrumental,
lebih sebagai pelaksana teknis daripada mitra aktif
dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan
ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dan
otoritas. Keterlibatan dalam menyumbangkan
dana, partisipasi paling banyak berada pada tingkat
therapy (38%), yaitu menyumbang secara sukarela
tanpa struktur yang jelas. Hanya 3% responden yang
menyumbangkan dana secara optimal dan terlibat
dalam penggunaannya (citizen control). Kontribusi
dana bersifat “seikhlasnya” dan tidak terhubung
dengan sistem akuntabilitas atau transparansi,
mencerminkan belum adanya mekanisme partisipatif
dalam manajemen keuangan program mitigasi.

Partisipasi  masyarakat  pada  tahap
pelaksanaan cenderung bersifat partisipasi simbolik
atau semi-aktif, berada pada tingkat partisipasi
therapy-placation dimana masyarakat dilibatkan
secara teknis dalam bentuk tenaga, barang, dan
dana. Meskipun terjadi partisipasi fisik, namun
partisipasi substantive yaitu kemampuan untuk
mempengaruhi proses pelaksanaan masih sangat
terbatas. Ini menunjukkan adanya “pseudo-
participation” di mana keterlibatan masyarakat
hanya sebagai pelengkap legitimasi (Hurlbert, 2015).
Ini sejalan dengan (Grabmaier et al., 2025) yang
menekankan bahwa tanpa keterlibatan bermakna,
masyarakat hanya menjadi pelengkap pelaksanaan
program, bukan mitra sejajar dalam perencanaan
dan pengelolaan risiko bencana. Lebih lanjut,
(Kar, 2019) menyatakan bahwa komunikasi satu
arah, yang hanya memberikan informasi atau
pelatihan kepada masyarakat tanpa mengikutsertakan
mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan,
hanya akan meningkatkan kesadaran sesaat tetapi
gagal membangun perubahan perilaku adaptif dan
kesiapsiagaan jangka panjang. Hal ini memperkuat
risiko kegagalan program mitigasi banjir rob jika
pendekatan partisipasi tidak segera diperbaiki.

Selain itu, menurut (Zhao et al, 2025),
ketahanan sosial masyarakat terhadap bencana
sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif
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mereka dalam seluruh siklus mitigasi. Dengan
tidak diberikannya ruang bagi masyarakat untuk
terlibat dalam pengelolaan anggaran, pemantauan
proyek, atau pengambilan keputusan teknis, maka
ketahanan sosial di Kecamatan Teluk Betung Timur
sulit untuk terbentuk secara optimal. Ketahanan
sosial membutuhkan lebih dari sekadar keterlibatan
instrumental diperlukan pemberdayaan masyarakat
sebagai aktor utama dalam sistem pengurangan
risiko bencana. Menurut Ciampa et al. (2021)
dan Grabmaier et al. (2025), pelibatan masyarakat
yang bermakna dalam pelaksanaan tidak hanya
meningkatkan efektivitas program, tetapi juga
memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik
terhadap otoritas. Tanpa pelibatan nyata dalam
alokasi dan pelaksanaan program, partisipasi hanya
menjadi alat legitimasi kebijakan, bukan instrumen
pemberdayaan.

4. Partisipasi Masyarakat Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi melibatkan masyarakat dalam
menilai keberhasilan program, mengelola, dan
memelihara infrastruktur hasil mitigasi banjir rob

(Tabel 7).

Data pada Tabel 7 terkait terlibat ikut dalam
pengelolaan infrastruktur mitigasi menunjukkan
bahwa 25% responden hanya ikut pengelolaan
seperlunya (informing), 17% berada pada tingkat
consultation, dan hanya 3% yang benar-benar ikut
dengan kuasa penuh (citizen control), 23% responden
bahkan tidak ikut sama sekali (manipulation).
Pengelolaan infrastruktur pasca-kegiatan cenderung
tidak melibatkan masyarakat secara aktif dan
berkelanjutan. Warga tampak lebih bersikap pasif
atau hanya terlibat saat ada instruksi atau insentif

dari pihak luar.

Partisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur
terjadi pada tingkat consultation (35%), yaitu
pemeliharaan dilakukan secara sekedarnya tanpa
sistematisasi, 13% berada pada tingkat partnership,
23% responden tidak peduli terhadap keberlanjutan
infrastruktur (manipulation), sementara hanya 7%
yang mencapai citizen control. Keterlibatan masyarakat
dalam menjaga keberlanjutan fasilitas hasil mitigasi
tidak kuat. Mereka tidak merasa memiliki tanggung
jawab langsung atas infrastruktur, baik karena tidak
merasa dilibatkan sejak awal atau tidak ada sistem
monitoring partisipatif.

Pada tahap evaluasi, partisipasi berada di
tingkat consultation sehingga masukan warga tidak
mempengaruhi keputusan. Pengetahuan lokal belum
dimanfaatkan, mengurangi peluang memperkuat
akuntabilitas dan tanggung jawab jangka panjang.
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Tabel 7. Data Partisipasi Masyarakat Tahap Evaluasi.
Frekuensi Persentase Nk '.Ti.ngk.at Tin.g.kat .
No Pernyataan (F) % Partisipasi Partisipasi
(Fx B) (B)
1 Ikut dalam pengelolaan infrastruktur yang dibuat
sebagai hasil dari kegiatan mitigasi banjir rob.
1. Tidak ikut 14 23 14 1. Manipulation
2. Tkut pengelolaan infrastruktur terpaksa 2 3 4 2. Therapy
3. Tkut Pengelolaan infrastrukeur seperlunya 15 25 45 3. Informing
4. Tkut pengelolaan infrastrukeur tapi tidak setiap 10 17 40 4. Consultation
saat
5. Tkut pengelolaan infrastruktur tapi banyak 10 17 50 5. Placation
dibantu oleh aparat pemerintah
6. Tkut pengelolaan infrastruktur dengan adanya 1 ) 6 6. Partnership
kompensasi
7. Tkut Pengelolaan infrastruktur dengan 6 10 42 7.Delegated
pengawasan dari aparat desa Power
8. Ikut Pengelolaan infrastruktur dengan 2 3 16 8. Citizen
kekuasaan optimal (menjaga dengan baik) Control
Total Nilai 217
Rata-rata Nilai 27,125
2 Ikut pemeliharaan infrastruktur yang dibuat.
1. Tidak perduli 14 23 13 1. Manipulation
2. Memelihara infrastruktur fisik yang ada dengan 0 0 0 2. Therapy
terpaksa
3. Memelihara infrastruktur 5 8 15 3. Informing
Dengan pemberitahuan kepada masyarakat
lainnya
4. Memelihara infrastruktur yang sudah 21 35 34 4.Consultation
diselesaikan secara sekedarnya
5. Memelihara infrastrukeur fisik yang sudah 6 10 30 5. Placation
diselesaikan secara berkala
6. Memelihara infrastrukeur fisik yang sudah 8 13 48 6. Partnership
diselesaikan secara bersama-sama dengan aparat
desa
7. Memelihara infrastrukeur fisik yang sudah 2 3 14 7.Delegated
diselesaikan secara sebagian Power
8. Memelihara infrastruktur fisik yang 4 7 32 8. Citizen
sudah diselesaikan secara optimal dan Control
berkesinambungan dengan melibatkan
masyarakat
Total Nilai 236
Rata-rata Nilai 29,5

Sumber : Data primer, 2024.

Partisipasi masyarakat Kecamatan Teluk
Betung Timur bersifat satu arah, di mana
masyarakat hanya menerima informasi mengenai
evaluasi mitigasi banjir rob, contohnya masyarakat
hanya diinformasikan tentang hasil evaluasi,
seperti status pembangunan infrastruktur mitigasi,
kemajuan proyek, dan dampak yang telah dicapai
dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
terkait penggunaan dana, evaluasi program, atau

perbaikan yang perlu dilakukan. Pada tingkat
consultation, meskipun masyarakat Kecamatan
Teluk Betung Timur diberikan kesempatan untuk
memberikan masukan atau umpan balik tentang
pemeliharaan infrastruktur, namun kontribusi
mereka terbatas, karena keputusan akhir berada
di pihak yang berwenang. Kondisi ini menegaskan
bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat
simbolik, bukan substantif. Potensi pengetahuan

67



Kebijakan Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kecamatan Teluk Betung Timur | Nugraheni dan Pargito

Vol. 15, No. 1, Juni 2025, pp. 59-74
EE

lokal masyarakat belum dimanfaatkan optimal
dalam mengevaluasi keberlanjutan infrastrukeur
mitigasi ~ banjir rob. Menurut  (Monsalve,
2024), bentuk partisipasi seperti informing dan
consultation tergolong sebagai tahap yang tidak
optimal dalam membangun komitmen dan
tanggung jawab bersama untuk keberlanjutan
program. Tanpa partisipasi yang lebih mendalam,
upaya mitigasi hanya akan berjalan setengah hati.
Selain itu, (Tingsanchali, 2012) menyatakan
bahwa  partisipasi  yang  lebih  bermakna
memerlukan pelibatan masyarakat pada semua
tahap kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi,
sehingga hasilnya akan lebih efektif dan dapat
diterima oleh masyarakat. Lebih lanjut, (Maarten,
2008)  menekankan  pentingnya  penguatan
kapasitas masyarakat dalam mengelola proyek
mitigasi dan melakukan evaluasi secara transparan
untuk mencegah ketergantungan pada pihak luar
yang tidak memahami kondisi lokal. (Lebel et
al., 2006) juga menunjukkan bahwa ketahanan
sosial dapat dibangun dengan lebih baik jika
masyarakat diberdayakan dalam seluruh proses
mitigasi, termasuk evaluasi. Tanpa keterlibatan
penuh dalam evaluasi, masyarakat cenderung
pasif dan pengetahuan lokal tidak dimanfaatkan
optimal. Analisis partisipasi dilakukan pada empat

Tabel 8. Nilai Gabungan.

tahap; persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi berdasarkan indikator pertanyaan dengan
penilaian total dan rata-rata. Rinciannya disajikan

pada Tabel 8.

Dari jumlah nilai total tiap-tiap tahap
tingkat partisipasi diketahui bahwa nilai tertinggi
berada pada tahap persiapan (456) (Tabel )
dimana responden ikut hadir dalam persiapan
program kegiatan upaya mitigasi bencana banjir
rob. Memberikan usulan perencanaan dan
perancangan program kegiatan mitigasi bencana
banjir rob meskipun belum berpartisipasi secara
aktif menyeluruh. Selanjutnya untuk mengetahui
sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses
mitigasi bencana, dilakukan pengukuran tingkat
partisipasi berdasarkan skor gabungan dari delapan
tahapan partisipasi menurut model partisipasi
Arnstein. Perhitungan skoring yaitu skor minimum
1 yaitu 1 x 1 dan skor maksimum 8 yaitu 1 x 8.
Apabila  jumlah responden 60 orang, maka
skor minimum untuk tingkat partisipasi yaitu
(60 x 1)= 60 dan skor maksimum dari tingkat
partisipasi (60 x 8) = 480 (skor ideal). Maka
jarak intervalnya (480 - 8)/8 adalah 59. Untuk
skor tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat
pada Tabel 9.

Tahapan No item Indikator Jumlah Nilai ~ Rata-rata
partisipasi pertanyaan
1 Hadir dalam persiapan perencanaan program 222 31,28
kegiatan upaya mitigasi bencana banjir rob
Tahap Persiapan 2 Memberikan usulan perencanaan dan perancangan 237 29,62
program kegiatan mitigasi bencana banjir rob
Nilai total 456
3 Tkut musyawarah desa untuk merencanakan 231 28,87
Tahap perencanaan program mitigasi lebih lanjut
4 Aktif berdiskusi dan mengemukakan gagasan 183 26,14
Nilai total 414
5 Menyumbangkan material/ barang untuk kegiatan
mitigasi banjir rob
6 Bersedia terlibat menyumbangkan tenaga untuk 236 33,71
Tahap pelaksanaan membantu pelaksanaan kegiatan program-program
mitigasi bencana banjir rob
7 Bersedia dalam menyumbangkan dana untuk 213 26,62
mendukung kelancaran program-program mitigasi
bencana banjir rob
Nilai total 449
8 Ikut dalam pengelolaan infrastruktur yang dibuat 218 36,57
Tahap Evaluasi sebagai hasil dari kegiatan mitigasi banjir rob
9 TIkut pemeliharaan infrastruktur yang dibuat 236 33,71
Nilai total 454

Sumber : Data primer, 2024.
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Tabel 9 . Skoring Tangga Tingkatan Partisipasi.

Np Tl Prill‘::igil;:si Uk;rairtlis?;:gk “

1 0-59 Non Participation 1,2, rendah

2 60-119

3 120 - 179

4 180 -239 Tokenisme 3,4,5,6, sedang
5 240 -299

6 300 -359

7 360 -419 Citizen Power 7,8, tinggi

8 420 - 480

Sumber : Data primer, 2024.

Setiap tahapan dinilai berdasarkan total skor
yang diperoleh, kemudian dihitung persentasenya
terhadap skor maksimum (480). Hasil klasifikasi
tingkat partisipasi masyarakat disajikan pada
Tabel 10.

Secara keseluruhan, data pada tabel 9
menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
mitigasi banjir rob di wilayah ini cenderung kuat pada
partisipasi dalam bentuk konsultasi (consultation).
Namun demikian, dominasi klasifikasi “sedang” pada
sebagian besar tingkatan partisipasi menunjukkan
bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat
simbolik dan belum sepenuhnya memberdayakan.
Artinya, pada tingkatan ini, masyarakat diberi
kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau
saran masukan, tetapi keputusan akhir tetap berada
di tangan otoritas atau pihak yang berwenang.
Konsultasi berarti pihak yang berwenang (misalnya
pemerintah atau pengelola proyek) meminta
pandangan, masukan, atau opini dari masyarakat
terkait suatu rencana, kebijakan, atau proyek yang
dilakukan melalui survei, wawancara, forum diskusi,
atau rapat publik. Masyarakat Kecamatan Teluk
Betung Timur dilibatkan untuk memberi suara/
pendapat, akan tetapi suara/pendapat yang diberikan
tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi
keputusan secara nyata. Pada tingkat consultation,
sudah ada diskusi dengan banyak elemen, tetapi

Tabel 10. Tingkat Partisipasi Berdasarkan Skor Gabungan.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik
publik akan digunakan atau tidak, keputusan tetap
di pemerintah.

Tingkat partisipasi consultation merugikan
masyarakat karena kurang mencerminkan kebutuhan
lokal, sehingga menurunkan efektivitas program
(Few ez al., 2007). Jika kontribusi masyarakat tidak
dihargai, hal ini dapat memicu resistensi terhadap
program di masa depan. Artinya, meskipun
mereka terlibat dalam pelaksanaan, pengaruh
yang dimiliki tetap minim karena keputusan
utama masih didominasi oleh pihak berwenang
(Warner, 2005). Partisipasi yang bersifat konsultasi
tanpa dampak nyata pada keputusan dapat
menyebabkan kekecewaan dan resistensi dari
masyarakat (McGee, 2009). Keterlibatan hanya
sebatas memberi masukan atau dukungan dana
tanpa ruang mempengaruhi keputusan membuat
masyarakat merasa pendapatnya diabaikan, sehingga
enggan terlibat dalam program mitigasi berikutnya
(Que, 2022); (Hidayat, 2020).

Jika dilihat lintas tahap, partisipasi masyarakat
di Teluk Betung Timur mengalami pergeseran
pola. Pada tahap persiapan, partisipasi sudah mulai
muncul dalam bentuk usulan program, namun
sebagian besar masih berada pada level consultation.
Memasuki  tahap  perencanaan,  keterlibatan
menurun menjadi dominan di tingkat informing,
menandakan berkurangnya ruang musyarah warga.
Pada tahap pelaksanaan, partisipasi fisik seperti
penyumbangan tenaga dan material meningkat,
tetapi kewenangan pengambilan keputusan tetap
rendah. Di tahap evaluasi, keterlibatan kembali
melemah dan cenderung pasif, menunjukkan belum
adanya mekanisme yang menjaga kesinambungan
peran warga dari awal hingga akhir siklus mitigasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam program
mitigasi bencana sangatlah penting. Masyarakat
yang merasa kontribusinya dihargai dan memiliki
pengaruh lebih besar terhadap kebijakan cenderung

lebih aktif dan berkomitmen dalam upaya mitigasi

No Tingkat partisipasi Skor Gabungan Prosentase % klasifikasi
1 Manipulation 90 90/480 x100 = 18,74% rendah
2 Therapy 180 180/480 x100 = 37,5% sedang
3 Informing 210 210/480 x 100 = 43,75% sedang
4 Consultation 400 400/480 x 100 = 83,33% tinggi
5  Placation 380 380/480 x 100 = 79,16% tinggi
6  Partnership 300 300/480 x 100 = 62,5% sedang
7 Delegated power 252 252/480 x 100 = 52,5% sedang
8  Citizen control 216 216/480 x 100 = 45% sedang

Sumber : Data primer, 2024.
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jangka panjang (Krieken et al., 2017); (Trogrlic,
2020); (Ciampa et al., 2021). Penghargaan terhadap
masukan masyarakat memperkuat rasa memiliki
dan tanggung jawab mereka terhadap keberhasilan
program mitigasi. partisipasi masyarakat yang
dihargai dalam manajemen risiko banjir, seperti
pengambilan keputusan bersama dan pengawasan
program, meningkatkan tingkat kepercayaan
terhadap pemerintah dan memperkuat komitmen
masyarakat terhadap pengelolaan risiko di masa
depan (Tozier, 2015); (Que, 2022); (Sisto, 2024).

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir rob di
Kecamatan Teluk Betung Timur masih didominasi
oleh bentuk tokenisme, dengan keterlibatan terbatas
pada level informing dan consultation dalam model
Arnstein. Partisipasi ini bersifat simbolik dan belum
mencapai tahap substantif dalam pengambilan
keputusan. Minimnya regulasi yang mewajibkan
pelibatan  bermakna menciptakan kesenjangan
antara kebutuhan ideal manajemen risiko bencana

dengan praktik lapangan.

Untuk menutup kesenjangan  tersebut,
dibutuhkan kebijakan yang adaptif, berbasis lokal,
dan mendorong meaningful participation. Seperti
di tingkat persiapan, perlu diterbitkan Peraturan
Kelurahan/Desa yang mewajibkan pelibatan warga
secara aktif dalam forum perencanaan. Keterlibatan
ini tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi
harus menjamin hak warga untuk mengusulkan,
menolak, atau memberikan penilaian terhadap
rencana kebijakan yang akan diambil. Contoh
konkret praktik ini terlihat pada Peraturan Bupati
Klaten Nomor 38 Tahun 2021 tentang Forum
Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) (Klaten,
2021), yang mewajibkan desa-desa rawan bencana
membentuk Forum PRB desa dan melibatkan warga
secara aktif sejak tahap penggalian masalah lokal.
Demikian pula di Desa Maja dan Kelawi (Lampung
Selatan)(Leantoro, 2024), pembentukan FPRB sejak
tahap awal dirancang untuk mengidentifikasi risiko
dan menyusun strategi mitigasi berbasis komunitas,
dengan hasil forum yang kemudian dilembagakan
melalui peraturan desa.

Pada  tahap  perencanaan, dibutuhkan
pembentukan forum musyawarah warga bencana
di setiap kelurahan sebagai mitra resmi pemerintah
dalam menyusun dokumen perencanaan formal
seperti  RPJMDes dan rencana kontinjensi
kelurahan. Model serupa diterapkan melalui
Perwali Semarang No. 36 Tahun 2019, di mana
Forum PRB tingkat kelurahan diberi mandat untuk
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menyampaikan aspirasi warga secara formal ke
dalam sistem perencanaan kota. Forum ini berperan
sebagai saluran representatif untuk kelompok rentan
seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas,
dan nelayan (Semarang, 2019).

Pada tahap pelaksanaan, kebijakan perlu
diarahkan pada pembentukan tim pelaksana
gabungan vyang terdiri dari unsur masyarakat
dan pemerintah, dengan pembagian tugas dan
kewenangan yang setara. Tim ini bertanggung jawab
tidak hanya dalam pelaksanaan fisik, tetapi juga
dalam pengelolaan dana, termasuk dana swadaya,
hibah, atau CSR. Praktik baik ini tercermin dalam
program Destana (Desa Tangguh Bencana) yang
dikembangkan di berbagai wilayah, di mana warga
bukan hanya pelaksana teknis tetapi juga pengambil
keputusan bersama.

Sementara itu, dalam tahap evaluasi, sangat
penting dibentuk tim evaluasi berbasis komunitas
yang bertugas menjalankan audit sosial terhadap
keberhasilan program, pelaksanaan anggaran, serta
efektivitas kegiatan. Evaluasi ini harus dilakukan
secara terbuka, dengan pelaporan melalui forum
warga dan dokumentasi tertulis yang dapat
ditindaklanjuti. Prinsip ini diperkuat dalam
Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan bahwa
peran serta masyarakat harus menjadi indikator
kinerja dalam pelayanan kebencanaan daerah
(Kemendagri, 2018).

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat
dalam mitigasi banjir rob, perlu dibentuk forum
warga mitigasi rob di setiap kelurahan sebagai mitra
struktural BPBD. Forum ini dapat meniru model
FPRB Desa Maja dan Kelawi, yang terbukti efekeif
dalam meningkatkan ketangguhan komunitas
pascatsunami. Penguatan legalitas  partisipasi
warga perlu dituangkan dalam Perda, Perwali, atau
SK Camat yang mewajibkan pelibatan bermakna
dalam seluruh tahapan kebijakan. Di Lampung,
Perda No. 6 Tahun 2024 tentang penanggulangan
bencana telah membuka ruang legal partisipasi,
meskipun belum menetapkan indikator kuantitatif
(Lampung, 2024). Dukungan program seperti
IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives
Project) bersama mitra bentala telah memfasilitasi
pelatihan, pemetaan risiko, SOP peringatan dini,
dan pembentukan relawan desa (Yudestika, 2025);
(Azhaarsyafitri, 2025)(Azhaarsyafitri, 2024);
(Leantoro, 2024). Di Teluk Betung Timur, BPBD
Kota Bandar Lampung juga aktif melakukan edukasi,
simulasi, dan respons cepat banjir, sementara kajian
Balitbangda bersama Unila (2025) melibatkan
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warga dalam  mitigasi
(Azhaarsyafitri, 2025).

pemukiman atas air

Ke depan, perlu ditetapkan standar
minimum partisipasi seperti jumlah forum publik,
keterwakilan kelompok rentan, dan mekanisme
dokumentasi usulan warga. Inovasi seperti
e-Musrenbang Kota Surabaya dapat menjadi
inspirasi untuk pelaporan dan usulan digital di
wilayah perkotaan. Dengan berbagai referensi ini,
Teluk Betung Timur memiliki dasar kuat untuk
membangun sistem mitigasi yang inklusif, adaptif,
dan berbasis komunitas, dengan masyarakat sebagai
mitra aktif dalam pengelolaan risiko bencana
(Yunas, 2017). Formalisasi partisipasi melalui
regulasi lokal, forum resmi, dan mekanisme evaluasi
berbasis komunitas akan memastikan keberlanjutan
dan efektivitas program mitigasi banjir rob jangka
panjang. Pendekatan ini memperkuat koordinasi
antar masyarakat, pemerintah, LSM dan masyarakat
serta menjamin bahwa suara warga memiliki
kekuatan formal dalam mempengaruhi arah

kebijakan.

Secara keseluruhan, kebijakan mitigasi di
Teluk Betung Timur harus bergeser dari pendekatan
top-down menuju pola partisipatif, kontekstual, dan
berbasis komunitas, agar masyarakat bukan hanya
menjadi objek program, tetapi faktor utama dalam
pembangunan ketangguhan wilayah pesisir. Pola ini
serupa dengan temuan Bariroh (2024) dan Oulahen
(2012) yang menekankan bahwa keterlibatan warga
dalam mitigasi bencana di wilayah pesisir masih
bersifat simbolik, meskipun sudah ada forum
formal. Namun, berbeda dengan Hendricks et al.
(2022) yang menemukan peningkatan partisipasi
menuju citizen power ketika proses perencanaan
dan evaluasi dilakukan secara terbuka. Penelitian
ini menunjukkan bahwa tanpa formalisasi dan
penguatan  kapasitas, pergeseran ke tingkat
pemberdayaan penuh sulit terjadi. Kesimpulan ini
menggarisbawahi perlunya transformasi pendekatan
partisipasi menuju bentuk yang lebih substantif dan
berkelanjutan.
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